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Tesisini membahas urgensi gjaran magamat dalam tasawuf terhadap Pembentukan moral politik di
indonesia. Latar belakang pengambilan judul ini didasarkan pada fakta adanya dekadensi moral politik yang
semakin meningkat di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Fenomena tersebut menjadi
keresahan penulis, sebab tasawuf sebagai cabang ilmu keislaman mengajarkan moral melalui penyucian hati
dan pengisian raga dengan nilai-nilai yang baik.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-analitik. Penelitian kualitatif merupakan
penelitian khusus tentang objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau kuantifikasi. Deskriptif berarti
menguraikan fakta secara sistematis. Penulis menguraikan data-data itu setelah dilakukan klasifikasi sesual
dengan objek penelitian, yaitu gjaran magamat dalam tasawuf dan moral politik di Indonesia. Selanjutnya,
penulis melakukan analisis terhadap data-data tersebut berdasarkan teori etika dan teori galb Al-Ghazali.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara gjaran magamat dalam tasawuf dengan moral politik
di Indonesia yang terkandung dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika K ehidupan
Berbangsa terletak pada sifat dasar moralnya, sama-sama memiliki maksud untuk menciptakan elit politik
dan pejabat negara yang baik dan bersih serta aspek legalitasnya secara konstitusi. Sedang gjaran magamat
dapat dijadikan moral dalam mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga moral dalam berinteraksi sesama
manusia utamanya dalam bidang politik. Sebagai mora kepada Tuhan, gjaran magamét dapat menghadirkan
kondis psikologisyang bersifat spiritual (ahwal) seperti ketentraman dan ketenangan hati (al-thuma’ ninah)
serta dapat melahirkan sikap sosial-politik yang baik. Sedang ajaran magamét sebagai konsep moral politik
dapat diaktualisasikan oleh para elit politik dan pejabat penyelenggara pemerintahan dengan menggunakan
reinterpretasi konsep ajaran magamat.

<hr><i>Thisthesis discusses the urgency stages (magaméat) teachings of Sufism to the Formation of moral
politicsin Indonesia. The background of this research is based on the fact of political decadence that is
increasing in Indonesia, which is predominantly Muslim. This phenomenon is a concern to the authors,
because Sufism as a branch of Islamic knowledge taught morals through the purification of the heart and
soul filling with good values.

Thisresearch is qualitative descriptive-analytic design. Qualitative research is a specialized study of history
that can not be studied statistics or quantification. Descriptive means systematically outlines the facts. The
author outlines the data after classification in accordance with the object of research, ie the teachings of
Sufism and moral magamat in Indonesian politics. Furthermore, the authors conducted an analysis of these
data based on the theory of ethics and the theory of galb a-Ghazali.

The results showed that the relationship between the teachings of Sufism with moral magamat in Indonesian
politicsis contained in Decree No. VI/MPR/2001 on Ethics life of the nation liesin the nature of the moral,
both have the intention to create the political elite and state officials good and clean as well as the aspects of
legality in the constitution. Medium can be used as amoral teachings in stages draw closer to God and also
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moral human beings interact primarily in the field of politics. Asamora form of God, the teachings stages
can bring spiritual psychological condition (states) such tranquility and peace of mind (al-thumaninah) and
can generate socio-political attitudes are good. Stages teachings as being a political moral concepts can be
actualized by the political elite and government administration officials using the reinterpretation of the
concept of stages teachings.</i>



